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PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi,
dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian
gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pengendalian Gratifikasi
di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan
hukum sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5698);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang
selanjutnya disebut Pegawai Kementerian adalah
penyelenggara negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas lainnya,

termasuk pegawai yang ditugaskan pada Kementerian
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Pendidikan dan Kebudayaan dan digaji berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

Pemberi Gratifikasi adalah orang atau korporasi yang
memberikan Gratifikasi.

Penerima Gratifikasi adalah Pegawai Kementerian yang
menerima Gratifikasi.

Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya
disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya  bersifat
independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang
ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-
elektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi
informasi lengkap penerimaan  Gratifikasi yang
dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh
Pelapor.

Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

memberikan pedoman kepada Pegawai Kementerian
tentang pengendalian Gratifikasi;
mencegah seluruh Pegawai Kementerian untuk tidak

menerima dan tidak memberi Gratifikasi; dan
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c. mencegah timbulnya benturan kepentingan dan
kecurangan, sehingga terwujud kepemerintahan yang

baik.

Pasal 3
Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Kementerian,
dikategorikan menjadi:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan

b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang

berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:

a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi
kebijakan /keputusan/perlakuan pemangku kewenangan
termasuk yang memiliki benturan kepentingan;

b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan

c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi

pejabat atau pegawai.

Pasal 5
Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu
kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri,
anak/menantu, cucu, besan, paman /bibi,

kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang
tidak memiliki konflik kepentingan;

b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang
atau barang yang memiliki nilai jual dalam
penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqigah,
baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama
lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap
acara paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang

dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua,
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